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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ‘“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Denda
Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia
yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk
menjawab pertanyaan Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap Denda
Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia
yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu serta Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam
terhadap Denda melampaui batas dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan
Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu).

Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data secara dokumentasi,
yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dengan cara membaca,
mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan
Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu tentang denda melampaui
batas dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan
anak di bawah umur Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan
metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim
mengenai denda melampaui batas dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu menurut Analisis hukum pidana Islam sudah sesuai
karena termasuk dalam kategori hukuman jarimah takzir dan tidak ada ketentuan nas
yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, sehingga dalam
menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada Hakim atau dalam hal ini ulil
amri.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya
tujuan semua hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan,
seperti halnya tujuan Pengadilan Negeri Kotabumi adalah untuk memberikan nilai
keadilan dan memberikan efek jera. Maka dari itu, disarankan bagi para legislator dan
penegak hukum agar dapat memasukkan dua unsur penting dalam perundang-
undangan atau putusannya, yakni kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya
cita-cita hukum.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern, masyarakat tidak terlepas dari yang namanya lalu
lintas atau alat transportasi dan menempatkan transportasi sebagai kebutuhan
yang penting baik di tingkat nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu,
kecelakaan dalam dunia transportasi memiliki dampak signifikan dalam
berbagai bidang kehidupan masyarakat bukan hanya orang dewasa tetapi juga
anak.

Mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi
kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang
matang di tengah masyarakat. Akan tetapi didalam kenyataannya tidak sedikit
pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sehingga kerap
pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Sebagaimana di dalam pasal 77 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa setiap pengemudi
kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Dengan adanya seseorang
pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak
belum memiliki SIM. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan
pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti

kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Delik-delik yang terdapat dalam



perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih
cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggaran lalu lintas.
Pidana denda termasuk ke dalam salah satu bagian dari pidana pokok yang
ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif
atau pidana tunggal dalam Buku Il dan Buku Il KUHP. Bentuk sanksi
terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan
korban meninggal dunia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berupa pidana penjara
dan denda merupakan pertanggung jawaban pelaku terhadap Negara sebagai
penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-Undang ini menjadi dasar
pedoman dalam penindakan terhadap pelangaran lalu lintas. Ketentuan
mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas
telah diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ). Pelanggaran terhadap aturan tersebut diberikan
sanksi yang pada umumnya berupa pidana denda, besarnya pidana denda yang
telah diatur diharapkan mampu mencegah terjadinya pelangaran terhadap
Undang-Undang tersebut sehingga aturan yang dibuat telah dikatakan efektif
dalam penerapannya. Sanksi pidana denda itu sendiri bertujuan memberikan

penderitaan kepada pelanggaran supaya ia merasakan akibat perbuatannya,

1 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafik
2007), 24



selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana
juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas dari peran
lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan
penegakan hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum di
Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaga saja akan tetapi
sebenarnya peran hakim yang sangat sensitif karena dalam penyelesaian suatu
perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakim yang
menjatuhkan suatu vonis atau putusan harus bersandar pada asas kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mendapatkan putusan yang dianggap
adil oleh masyarakat.

Banyak peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang, adanya
ketidak seimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada,
terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.? Sehingga menimbulkan
ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-
akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak
disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik,
padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam
berkendara.®

Hal ini yang menjadi perhatian adalah ketika terjadi kecelakaan lalu

lintas pengemudi kendaraan tersebut adalah seorang anak di bawah umur.

2 Soerjono Soekanto, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 2.
3 Toto Suprato, Keperihatinan Etika Berlalu Lintas, (Semarang: dalam Suara Merdeka, 2011), 7.



Yang dimaksud anak di bawah umur disini adalah seorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
Apalagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut sampai
menghilangkan nyawa orang lain. Adapun kasus yang menggambarkan
tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
beserta penjatuhan pidana denda yang melampaui batas ketentuan Undang-
undang.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban
meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dan terdapat kejangalan dalam
putusan pengadilan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban
meninggal dunia, yang pelakunya adalah seorang anak yang berusia 16 (enam
belas) tahun membawa kendaraan sepeda motor yang dikendarai bersama
saksi telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bernama
Ahmad Nasdi (alm). Pada saat kejadian terdakwa akan melintasi di tempat
kejadian sepeda motor yang dikendarai korban dan juga saksi berjalanan
beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai korban di mana posisi
sepeda motor korban berada di depan sepeda motor terdakwa saat itulah
kecelakaan terjadi yang mengakibatkan korban terpental kira kira 3 (tiga)
meter dan akhirnya korban meninggal dunia.

Kasus di atas ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas yang
mengakibatkan nyawa orang lain telah diatur dalam Pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

4 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak pasal 1 angka 1.



Jalan (LLAJ) sebagai berikut : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”.

Pada kasus di atas terdapat kejanggalan dalam penjatuhan pidana
dendanya, adapun isi dari putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena
kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang
lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ).

Menetapkan masa penahan yang telah di jalani terdakwa dikurangi
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar
terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jadi permasalahannya dalam putusan ini
adalah bahwa dalam putusan ini terdakwa dikenakan penjatuhan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Pasal 310 ayat (4), menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Jadi penerapan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2009, pidana dendanya telah melampaui batas ketentuan

Undang-Undang tersebut, yaitu seharusnya terdakwa hanya membayar denda



paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tapi dalam putusan ini
terdakwa dikenakan sanksi pidana denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis perlu mengetahui
apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup
memberi nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan
permasalahan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
pidana denda terhadap pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang
disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain.
Dalam Islam Kecelakaan Lalu Lintas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada
unsur kesengajaan.®

Adapun firman Allah dalam surat An-nisa ayat 92:

o\

T z

LR AT N A TP I R LT IPP
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Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
kecuali tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh orang mukmin
karna tersalah hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta
membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh kecuali
jika mereka bersedekah.(Qs. An-Nisa: 92)°

5 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.
¢ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV. ATLAS, 2000), 43.



Kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidak
sengajaan adalah suatu kecelakaan lalu lintas dimana pelaku tidak
mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki
akibatnya.” Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
Kecelakaan lalu lintas atau kelalaian sama sekali tidak ada unsur kesengajaan
untuk melakukan perbuatan yang dilarang, karna kurang hati-hati dari pelaku.
Perbuatan yang tidak sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah,
tetapi karna kelalaian pelaku dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu
akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap
dipersalahkan, karena ia lalai dan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka
penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan
Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi

Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)”.

B. Indentifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka terindentifikasi beberapa

masalah sebagai berikut:

7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 155.



. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh
anak di bawah umur.

. Sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan
sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bentuk hukuman pidana denda yang diatur dalam KUHP.

. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor
1/Pind.Sus/Anak/2014/PN.Kbu terhadap kecelakaan lalu lintas dan
angkutan jalan.

Dasar hakim pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Nomor
1/Pind.Sus/Anak/2014/PN.Kbu terhadap pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan yang dilakukan anak di bawah umur.

. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap denda melampaui batas dalam
kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan

anak di bawah umur .

. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan masalah

atau ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini

supaya terfokus dan terarah. Pembatasan ini dibatasi persoalan:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam denda melampaui batas dalam

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan

anak di bawah umur.



2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap denda melampaui batas dalam
kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan
anak di  bawah umur (Studi Direktori  Putusan  Nomor

1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu).

D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap denda melampaui
batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang
dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)?

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap denda melampaui batas
dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang
dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan Nomor

1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian

yang sudah perna dilakukan di seputar masalah yang akan dilteliti sehingga
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terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.®

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang
ditulis oleh Mochamad Farid Syihabuddin pada tahun 2001 yang berjudul
“Studi Banding tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif dan Diyat
dalam Hukum Pidana Islam”® Intinya, dalam skripsi tersebut membahas
tentang kedudukan, bentuk hukuman dan pelaksanaannya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh fikria Anis, 2013 yang berjudul
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan
Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009”,'° Intinya, dalam skripsi ini membahas tentang sanksi
modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Bustanul Arifin pada tahun 2013
yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan
Lalu Lintas Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 Jo.
Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih
Jinayah™** skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang

terlibat kecelakaan Lalu Lintas sehingga menyebabkan korban meninggal

8 Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya,
2016).

® Mochamad Farid Syihabuddin, “Studi Banding tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana
Positif dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam” ( Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

10 Fikria Anis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor
Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ( Skripsi IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

11 M. Bustanul Arifin “Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas
Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 Jo. Pasal 310 Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah” ( Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2013).
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dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun
2009 dan Fikih Jinayah.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul “Analisis
Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan
Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di
Bawah Umur (Studi Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)”. penulis lebih memfokuskan pada bagaimana
tindak pidana penjatuhan denda yang melampaui batas ketentuan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angakutan Jalan.

. Tujuan Penelitian
Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin
dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahuai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap denda
melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal
dunia yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan
Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu).

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap denda
melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal
dunia yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan

Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu).
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G. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna,
baiksecara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis
penulisan berikut, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas
ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah
analisis hukum pidana islam terhadap denda melampaui batas dalam
kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan
anak di bawah umur.

2. Secara praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan
sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi
Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang
penting bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang atau sebagai
bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun
berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya menganalisis dan argumentasi
hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi
penegak hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta
menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat
ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang
hukum yang diharapka bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan

kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta
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Alguran dan hadis. Serta sebagai bahan acuan atau literatur bagi praktisi
hukum, dosen, peneliti, mahasiswa hukum, dan para pembaca yang secara

umum bergelut dalam bidang hukum.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan
skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.
Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memenuhi maksud yang
terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban
meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan
Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)”. dan agar tidak terjadi kesalah
pahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis
menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan
dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumanya, yang diambil
dari dalil dalil yang terperinci. Dalam hal ini subyek pemikiran yang
digunakan pada skripsi ini adalah hukum Takzir.

2. Kecelakaan Lalu Lintas adalah kejadian yang tidak disengaja atau

disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda.



14

3. Denda adalah merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang
ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana
alternatif atau pidana tunggal dalam Buku Il dan Buku 111 KUHP.

4. Anak di bawah umur adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang
dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta
mengembangkan ilmu pengetahuan.'> Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa
metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu, serta
bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan
metode atau teori ilmiah sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, pada akhirnya
dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut
sehingga penelitian dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan
konsisten.
1. Data yamg dikumpulkan

a. Data primer

12 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3
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Data primer dari penelitian ini adalah isi Direktori Putusan
Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu
tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan anak di bawah umur.

b. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini beberapa bahan dan lain-lain

yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
2. Sumber data
a. Sumber primer

Sumber priemer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data,'® serta yang akan ditulis pada bab Il
yaitu salinan Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu.

b. Sumber sekunder

Data yang digunakan penelitian sebagai dokumen yang
dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari
buku-buku, makalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait
dengan penyusunan skripsi ini diantaranya:

1) Ahmad djazuli. Figih Jinayah (upaya menangulangi kejahatan
dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
2) Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam

(Figh Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 225
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3) Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011).

4) Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2010).

5) Toto Suprato. Keperihatinan Etika Berlalu Lintas, (Semarang:
dalam Suara Merdeka, 2011).

6) Niniek Suparni. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Dan
Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafik 2007).

7) Zainudin Ali. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan
menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Kotabumi
No. 1/Pind.Sus/Anak/2014/PN.Kbu. tekni ini digunakan untuk
memperoleh data tentang dasar hukum hakim tentang putusan kasus
tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang
dilakukan anak di bawah umur.

b. Kepustakaan, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-
buku dan literatur-literatur. Tekni ini digunakan untuk memperoleh

data teori tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
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4. Tekni pengolahan data
Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka peneliti
menggunakan teknik-teknik berikut ini:'4

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama
dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara
yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa
kembali kelengkapan Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu, kejelasan makna tentang sanksi tindak
pidana Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur,
sesuai data-data dari kepustakaan.

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis data yang terkait
dengan putusan dan dokumen yang relevan.

c. Analyzing, yaitu menganalisis antara Hukum Pidana Islam terhadap
tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah
umur Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu.

5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dirimuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.
Adapun cara penulis menganalisa datanya, adalah teknik deskriptif

deduktif yaitu mengolah data dengan menganalisa materi sesuai dengan

14 Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125
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pembahasan kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat

umum dahulu untuk dihubungkan dalam bagian yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah
sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam
skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-
sub, di mana antara satu dengan yang lain saling berhubungan sebagai
pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, indetifikasi dan batas masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode
penelitian, dan sitematika.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau
kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur
yang digunakan sebagai pisau anlisis terhadap data, tujuan dan proses untuk
membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis
fakta-fakta yang ada. Pada bab ini, akan memuat tentang jarimah Ta’zir yang
meliputi : pengertian tindak pidana, pengertian jarimah Ta’zir, macam-macam
jarimah Ta’zir dan tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Bab ketiga Merupakan pembahasan tentang putusan pengadilan Negeri
Kotabumi tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

oleh anak di bawah umur, deskipsi singkat pengadilan Negeri Kotabumi, dasar
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pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang
dilakukan anak di bawah umur dalam Studi Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu.

Bab keempat adalah tentang analisis terhadap Studi Direktori Putusan
Pengadilan Negeri Kotabumi tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas
yang dilakukan anak di bawah umur, dan terhadap penjatuhan denda yang
melampaui batas ketentuan undang-undang dalam putusan tersebut.

Bab kelima adalah bab terkhir atau penutup dari keseluruhan isi

pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB Il

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KECELAKAAN LALU
LINTAS

A. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah menurut Hukum Islam
Adapun istilah tindak pidana dalam hukum islam, seperti yang terdapat
dalam kitab-kitab fikih Islam disebut “jarimah atau jinayah* Adapun definisi

dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

flozot 89~ ° 0. A %@ Ao S e 0ot 40 ad . 2 %G 44 Lol %%
J3b 53 e g 3 OE oo Snghsdlis asiiiAtte s Eess Sighd

o }:L;
2

“Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan
diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah
baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan
yang diperintahkan.”*

Secara etimologis jinayah ialah :
RIS Gl R o) Bk

Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang
dilakukan seseorang.¢

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah :

SRS JUsl 8 B el S 2 a2

15 Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia,
(Bandung: Angkasa, 1993), 77
18 1bid., 78.

20
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Nama perbuatan yang diharamkan oleh syarak (hukum) baik perbuatan
itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-
orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari
pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.!’

Sedangkan  menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu
tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi
agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata
jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan,
seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.
Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.*®

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan
perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang
dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila
dilarang oleh syarak.!®

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia
itu merupakan tindak pidana jarimah yang oleh karenanya dikenakan sanksi.

Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan-

17 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), 86.

18 Makhrus Munajat, Dekontruksi Fikih Jinayah, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

19 Mardani, Hukum Islam: Pengantar IImu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 111.
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peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan

berakhlak sempurna.

B. Macam-macam Jarimah

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak
pidana yang dituangkan dalam syarak ataupun yang tidak terdapat nash
hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nasnya dalam Alquran dan
Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain hukuman yang
ada nashnya, yaitu hudud, kisas, diyat, dan kafara. Misalnya, hukuman bagi
pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang
mendzihar istrinya. Dan hukuman yang tidak ada nasnya, yang disebut
hukuman takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak
melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas
jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.

Jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan
berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh
Alguran dan hadis. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam
yaitu hudud, kisas, dan takzir. 2
1. Pengertian Jarimah Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata

had yang berarti 24 (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis,

20 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2013), 45.



23

Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang

wajib dilaksanakan karena Allah.

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul
Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan
secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua
jarimah, baik hudud, kisas, maupun diat, sebab sanksi keseluruhannya
telah ditentukan secara syarak.?*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had
adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah
(hak masyarakat). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas
terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan
(korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli al-amri).

Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori yaitu:

a) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan
makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang
diperbolehkan dan yang dilarang.

b) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan
kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk
dikerjakan.??

Hukuman atas tindak pidana dapat dikatagorikan dalam empat hal :
1) Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan,

dicambuk, dan dirajam sampai mati.

2L M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: AMZAH, 2013), 14.
22 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Shari’ah Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.
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2) Membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara, atau mengirim
si terhukum ke pembuangan atau diasingkan.
3) Membayar denda.
4) Peringatan yang diberikan oleh hakim.?3
2. Jarimah Kisas dan Diat
Jarimah kisas dan diat adalah perbuatan-perbuatan yang
diancamkan hukuman kisas atau hukuman diat. Baik kisas maupun diat
adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak
mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak
perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si
pelaku, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus.?*
Menurut arti, kisas adalah akibat yang sama yang dikenakan
kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau
menghilangkan anggota badan orang lain.?

Firman Allah menjelaskan dalam surah al-bagarah ayat 178-179
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2 1bid., 14.
24 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam.., 12.
25 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. PustakaSetia, 2000), 29.
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Kisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang
diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara
yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.?®

Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak
dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang
terbunuh  Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar.
pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah
membayarnya dengan  baik, umpamanya tidak  menangguh-
nangguhkannya.

Jarimah kisas dan diat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima
macam, yakni:

a) Pembunuhan sengaja (al-gatl al-amd)
b) pembunuhan semi sengaja (al-gatl syibh al-amd)
¢) pembunuhan tidak sengaja (al-khatha')

d) penganiayaan sengaja (al jarh al-amd)

e) penganiayaan tidak sengaja (al-jarh syibh al-amd).?

% Moh. Rifai, Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim (Semarang: CV WIDYA KARSA
PRATAMA, 1993), 185.

27 Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum
Pidana Islam), (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), 85
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3. Jarimah Takzir
a. Pengertian Jarimah Takzir
Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau
menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu
takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak
mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar

kafarat atau diat.2

Takzir adalah bentuk masdar dari kata j)’U —3¥ Yyang secara
etimologis berarti ‘éﬂj ijJ\, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga

memiliki arti 525 menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam

firman Allah Swt. dalam Surah Al-Fath Ayat 9 :

\3

) @ ° 2 o

Meply 550 8557255 3938555 3935a55 alslys alll 15l

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-
Nya di waktu pagi dan petang.?®

< g

Kata takzir dalam Ayat ini juga berarti 533 m\.c\} 5553 ialag, yaitu

membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama

Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir

28 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.
2 Departement Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya.., 838.
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mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke
dalam kelompok had.*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa takzir ialah sanksi
yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan
pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia
dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.®

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari
Allah  dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan  untuk
mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan
maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini
diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan
bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang
dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat
ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum
dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta

orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.*

Macam-macam Sanksi Hukum Jarimah Takzir

1) Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

30 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, 136.

% 1bid., 136.

32 Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
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Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan
badan, dibedakan menjadi dua, antara lain :3
a) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan
hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dapat
membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya,
pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi
beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru
masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga
membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.
Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang
yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula
sebagian Syafi’iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti
dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh
diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang
menyimpang dari Alguran dan sunnah.

Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman

mati sebagai berikut :

SN PSR RNV KRR PR T PN

\"c‘
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33M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah ..., 147-152.
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Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah
Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga sebab ini, yaitu Kisas
pembunuhan, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan
agamanya memisahkan diri dari jamaah. (HR. Al-Bukhari dan
Muslim dari Ibnu Mas’ud)®*

Berdasarkan hadis tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah
yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, hadis yang
diriwayatkan Al-Dailami dianggap lemah.

Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah
pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun
demikian, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat.
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman
sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.

(2) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat
serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka
bumi.

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi takzir
tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang
berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan

ketertiban masyarakat, di samping sanksi hudud tidak lagi

memberi pengaruh baginya.

% Ibid., 148.
% Ibid., 149.
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b) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku
jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas
jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhson dan
jarimah gadhaf. Namun dalam jarimah takzir, Hakim diberikan
kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan
dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.®

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa
keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai
berikut :

(1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena
dirasakan langsung secara fisik.

(2) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah
cambukan yang berbeda-beda.

(3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan
penerapannya sangat praktis.

(4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini
bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga
terhukum.

Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung
dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan

demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada

% Ibid., 149.
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keluarganya. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-An’am Ayat

164 :

4
- - 4
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Katakanlah, “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah,
padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah
seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali
kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu
kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu
perselisihkan.3’

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk
dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat :

(1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had.

Hal ini sesuai hadis berikut :

Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain
hudud, maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi
dari Nu’am bin Basyir dan Al-Dhahak)

(2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi
peminum khamar adalah dicambuk 40 kali.
(3) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi

pelaku gadhaf adalah dicambuk 80 kali.

37 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya.., 217.
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(4) Ulama Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama
mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan
Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah
100 kali karena memalsukan stampel baitulmal.

(5) Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di
bulan Ramadan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai
takzir.

Dalam hal ini tentu harus dilihat kasus jarimahnya.
Misalnya, percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100
kali cambuk (zina ghairu muhsan).®

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal

cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut :

(1) Ulama Hanafiyah, batas terendah takzir harus mampu memberi
dampak preventif dan represif.

(2) Batas terendah satu kali cambukan.

(3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditemukan,
diserahkan kepada ijtihad Hakim sesuai tindak pidana, pelaku,
waktu, dan pelaksanaannya.

(4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan
ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua Hakim. Apabila
telah ada ketetapan Hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Hal ini sesuai kaidah berikut :

38 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah.., 150.
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Keputusan Hakim itu meniadakan perbedaan pendapat.

Mengenai  pelaksanaan  hukuman  cambuk, ulama
menyebutkan ukuran cambuk tersebut mu 'tadil, tidak kecil juga
tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan
mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi
beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada
beliau cambuk lain yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu
terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara
cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, lbnu Taimiyah
berpendapat bahwa untuk mencambuk harus digunakan cambuk
yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang
pertengahan.®

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir
adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan
kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang
menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara
itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh
dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk
diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah,

dan farji. Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu,

% Ibid., 151.
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dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa

meninggal dunia.*

2) Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman

penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya :*

a) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman
penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna
al-man’u, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ilbnu Al-
Qayyim, al-habsu ialah menahan seseorang untuk tidak
melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di
rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang
dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan
tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa
pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah
dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan  pemikiran  ini,  kebanyakan  ulama
membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya,
ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan
Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah

menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

“0 1bid., 152.
1 1bid., 157.
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Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil
tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi’ bin Harits
(seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan
Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah saw. yang
menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses
persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau
lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri,
menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan
kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat
juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok
yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi
terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua,
yaitu sebagai berikut :4
1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara
yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini
diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual

khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di

bulan Ramadan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air

milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

“2 1bid., 153.
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Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak
ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan
oleh Imam Az-Zaila’i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir,
berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau
tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain
berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada
Hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara
dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan
jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara
selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga
tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut
Syafi’iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka
menggiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina
yang lamanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh
melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama
Syafi’iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut
pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa
hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan.
Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama
Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah
bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang

ditahannya.



2)

37

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang
dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim
dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku,
tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal
serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-
Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari.
Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan
yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. la
menambahkan, apabila hukuman penjara (takzir) ditentukan
batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan
hukuman takzir.

Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi
waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum
meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut
juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana
yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia.
Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam
dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.
Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk
dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat
orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau.

Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati



38

dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara
seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas
macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara
lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri,
melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri
untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah,
mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-
ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain
agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum
bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama
dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya
remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah
bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila
ia  memperlihatkan  tanda-tanda  perbaikan  dalam
perilakunya.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa
konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki
negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat
sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya
hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih

cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman
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cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga
pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama
mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum
(narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka
dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena
membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.
Adapun perihal administrasi lembaga
pemasyarakatan, hendaknya diatur dengan baik agar para
napi terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai
biaya pelaksanaan hukuman, seperti makan, minum,
pakaian, dan pengobatan para napi, menjadi tanggung
jawab baitulmal (negara).
b) Hukuman pengasingan
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang
diterapkan untuk perampok.®* Hal ini didasarkan pada Surah

Al-Maidah Ayat 33 :
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Sesugguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat

3 1bid., 155.
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kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka
beroleh siksaan yang besar.**

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had.
Namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga
sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang
dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang
berprilaku mukhamnats (waria) yang pernah dilaksanakan
oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.
Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr
bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya,
karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik,
walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain
itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan
cambuk terhadap Mu’an bin Zaidah karena telah
memalsukan stempel baitulmal.*

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku
jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh
buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku,

mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.

4 Departement Agama RI, Alquran dan terjemahannya..., 164.
4 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah.., 156.
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Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha
berpendapat sebagai berikut :

a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya
menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke
negeri non-Islam.

b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir,
pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang
lain.

c) Menurut Imam Al-Syafi’i, jarak antara kota asal dan
kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat
gashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah
sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari
keluarga dan tempat tinggal.

d) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari
Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku

dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari
Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah
ke Bashrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan
bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.

Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan

narapidana ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat,

mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki
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ribuan pulau. Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif
apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil
tersebut. Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung
dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat

melarikan diri.*®

3) Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman
takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah
dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir
dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi
menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal,
dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa
maslahat.*’

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti
mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara,
melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika
pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat
menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung

maslahat.

4 A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet. 11, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2000), 210.

47 1bid., 157.
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Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa
harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar
(pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut :*3
a) Menghancurkannya

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir

berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran,

misalnya :

(1) Penghancuran patung milik orang Islam.

(2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang
mengandung kemaksiatan.

(3) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah
Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras
milik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq,
Bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah
memutuskan membakar kampung yang menjual khamar.
Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam
mazhab Hanbali dan Maliki.

(4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur
dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah
dicampur dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-

masing kadarnya.

“8 1bid., 158.
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Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan
kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau
disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam
riwayat Ibnu Al-Qasim dengan , membolehkan penghancuran
atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara
disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang
dicampur air. Dengan demikian kepentingan dapat tercapai
sekaligus, vyaitu penghancuran sebagai hukuman dan
memberikan manfaat bagi orang miskin, bisa juga untuk
tawanan perang.

Mengubahnya (Al-Ghayir)

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku,
antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang
muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga
mirip pohon atau vas bunga.

Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain
Rasulullah saw. Melipat gandakan denda bagi seorang yang
mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian
pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda
bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang

berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-



45

duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-
buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di
tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda
digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman
denda disertai cambuk.*°
Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau
maksimal dari hukuman denda. lbnu Al-Qayyim menjelaskan
bahwa ada dua macam denda, yaitu :>°
1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang
mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan
hak Allah, misalnya :

a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang
buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan
kurban.

b) Bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan.
Dendanya, yaitu memberikan makanan untuk 60 orang
miskin.

¢) Hukuman bagi wanita yang nusyu kepada suaminya adalah
gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari
suaminya.

2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang

ditetapkan melalui ijtihad Hakim dan disesuaikan dengan

4% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.
50 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah.., 159-160.
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pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada
ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah
penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini
diperselisihkan oleh fukaha. Jumhur ulama membolehkannya
apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak
dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :
a) Harta diperoleh dengan cara yang halal.

b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
¢) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, ulil amri
berhak menerapkan hukuman takzir berupa penyitaan atau
perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah

dilakukan.

C. Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas

1. Definisi kecalakaan lalu lintas
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda lainya.
Dikarenakan ada penyebabnya, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya

kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis, agar dapat dilakukan tindak
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korektif terhadap penyebab itu dan dengan upaya yang preventif lebih
lanjut kecelakaan bisa dihindari dan dicegah.

Menurut Hobbs (1995) mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu
lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana
terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan
tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung
meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan
dari kendaraan. Secera tekhnis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai
suatu keadian yang disebabkan oleh banyak factor yang tidak sengaja
terjadi. Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu bersamaan pada
satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit
meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Menurut Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan
apabila ketika dia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi
masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan
yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui bahwa
perbuatan tersebut jelek, dan dapat menghindari perbuatan jelek itu.
Apabila dia tetap melakukan perbuatan pidana maka perbuatan tersebut
memang sengaja dilakukan (delik kesengajaan), dan celaannya berupa
kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu

merugikan masyarakat.>*

51 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 158
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Kelalaian atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum
pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld
dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor
terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari
perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.>?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan jalan, pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda. yang diaturnya, yakni yang
tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.>®

Jika undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992
menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagain
pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan
strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan
hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan
wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis
dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan
kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.

Sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, Undang-
undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai

52 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1997), 343
53 “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009”,
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bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam
batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-
Undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan
lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan
umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan
budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum
bagi masyarakat. Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan
menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
tertib, dan lancar melalui: kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang,
dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana-prasarana,
dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang
berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas,
serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan-tujuan diterapkanya undang-undang lalu lintas nomor 22
tahun 2009. Tujuan tersebut termaktub dalam pasal 3 yang berisi “lalu
lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
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memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa.

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

c. Terwujudnya penegakan hukum dan Kkepastian hukum bagi
masyarakat.>*

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas
merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan
tidak diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.
Sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan
lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau

kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2. Factor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas Berlakunya Undang-undang
No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ternyata tidak bisa
membuat angka kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya berkurang malah
cenderung semakin meningkat. Selain itu, hukuman yang tercantum dalam
Udang-undang tersebut juga tidak bisa mengurangi kebiasaan masyarakat
yang cenderung mengabaikan aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga
keselamatan bersama di jalan raya. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akhir-akhir ini,

Diantaranya:

% Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Surabaya:
Kesindo Utama,2012), 7.
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a. Factor manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominana dalam
peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan
ini diawali dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran
inim bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, ketidak
tahuanm atau ketidak sadaran akan arti aturan yang berlaku ataupun
tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Menurut Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidak
hati-hatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam
pandangan hukum pidana, kelalaian atau Culpa terletak antara sengaja
dan kebetulan. Culpa dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman
dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.*

Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya
diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam
keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk
pengaman saat berkendara, bermain hand-phone saat berkendara,
mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.
Hadiman mengatakan bahwa ada beberapa faktor dari pengemudi yang
menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya :

1) Daya konsentrasi kurang baik
2) Daya reaksi lamban

3) Sikap mental yang kurang baik

55 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 125.
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4) Kelelahan
5) Mabuk / minum minuman keras
6) Gangguan emosional
7) Kelainan fisik
8) Pelanggaran terhadap kecepatan/ peraturan lalu lintas
9) Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera
dan Tepat
10) Kurang terampil
11) Kesalahan saat mendahului/didahului kendaraan lain.>®
b. Factor keadaan jalan

Keadaan jalan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan yang
terjadi di jalan raya, adanya jalan berlubang, keadaan jalan yang tidak
rata dan sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari bahan atau
material yang digunakan ketika membangun jalan tersebut dan hal itu
diperparah dengan banyaknya truk ataupun mobil-mobil besar dengan
muatan yang melebihi kapasitas.

c. Factor kendaraan

Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan.
Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan
antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya ( rem blong ),
pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang

sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan

%6 Hadiman, Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib Jadilah Pengemudi yang Baik (Jakarta:
Dislitbang Polri, 1988), 21-22
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faktor kendaraan yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat
erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan
yang dilakukan terhadap kendaraan.
. Faktor linkungan

Pertimbangan cuaca yang tidak menguntungkan serta kondisi
jalan dapat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi
pengaruhnya belum dapat ditentukan. Bagaimanapun pengemudi

merupakan faktor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas.



BAB Il

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DIREKTORI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Sekilas Pengadilan Negeri Kotabumi

Pengadilan Negeri Kotabumi terletak di jalan Jendral Sudirman No.
136, Kab Lampung Utara. Pengadilan Negeri Kotabumi termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Tinggi Lampung.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi meliputi seluruh daerah
di Kabupaten Lampung Utara yang memiliki 11 Kecamatan, meliputi
Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Baradatu,
Kecamatan Liwa, Kecamatan Krui, Kecamatan Kenali, Kecamatan Sumber
Jaya, Kecamatan Menggala, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Sungkai

Utara, Kecamatan Bukit Kemuning.

B. Deskripsi Kasus Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak
Di Bawah Umur Dalam Direktori Putusan Nomor
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa
melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, isi pokok dari deskripsi

kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini adalah:

54



55

Bahwa terdakwa , pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam
09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2014
bertempat di Jalan Raya Desa Merambung Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung
Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk kedalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
sehingga menyebabkab orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:®’

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berjalan
dari rumah menuju ke Srimenanti hendak membeli alat motor sesampainya di
Jalan Raya Desa Merambung Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara
kendaraan terdakwa yang kemudikan beriringan dengan korban Ahmad Nasdi
Bin Dulmarin (alm) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Revo Nopol : BE : 8705 JS kemudian terdakwa hendak mendahului korban
Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm) pada saat terdakwa sudah dekat dengan
korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm) yang mengendaraan 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Revo Nopol : BE : 8705 JS secara tiba-tiba korban
berbelok kanan tanpa menghidupkan lampu isyarat dan dikarenakan jarak
sudah dekat pada akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak
korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm) kemudian korban Ahmad Nasdi Bin
Dulmarin (alm) terpental Kira-kira 1 (satu) meter dari tempat terjadinya

kecelakaan kemudian korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm) mengalami

57 Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu, 3-6
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luka pada kepala dan mengeluarkan darah dan kondisi jalan di TKP lurus,
mendatar, bebas pandangan dan cuaca cerah pada siang hari.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara
berturut-turut berupa, keterangan saksi-saksi :
1. Andri Saputra Bin Mangkuraden

a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB
bertempat di Jalan Raya Desa Merambung Kec. Tanjung Raja Kab.
Lampung Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara
kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi
menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ahmad Nasdi,
pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama
Terdakwa, posisi saksi dibonceng dan saat akan melintas ditempat
kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi berjalan
beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai korban dimana posisi
sepeda motor korban berada di depan sepeda motor Terdakwa dan
saksi disebelah Kiri jalan.

b. Bahwa secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban berbelok
ke kanan sedangkan jarak antara sepeda motor yang dikendarai
Terdakwa bersama korban sangat dekat sehingga sepeda motor yang
dikendarai korban ditabrak oleh Terdakwa dari arah depan bagian
sepeda motor yang dikendarai korban dan kecepatan kendaraan sepeda
motor yang dikendarai Terdakwa bersama saksi sekitar 60km/jam

(enam puluh kilo meter perjam), bahwa sepeda motor yang dikendarai
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korban dan yang dikendarai Terdakwa bersama saksi sama-sama
terjatun dan mengalami luka-luka lecet sedangkan sepeda motor
korban terpental kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat kejadian, korban
mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah serta

korban dalam keadaan tidak sadar.

2. Hellia Binti Alm. H. Samsudin

a.

saksi adalah suami korban bahwa pada saat kejadian saksi sedang
berada di Sekolah SDN 02 Tanjung Raja, dan mengetahui kejadian
tersebut diberi tahu oleh saksi Noji Tuseno anak saksi, karna akibat
kecelakaan tersebut korban mengalami luka di bagian kepala dan
mengeluarkan darah melalui telinga, hidung dan mulut, korban
kemudian di rawat di Rumah Sakit Umum Handayani selama 10
(sepuluh) hari lalu dirujuk ke rumah sakit Urip Sumaharjo selama 5
(lima) hari korban kemudian meninggal dunia, dan semua biaya
pengobatan yang dikeluarkan untuk korban adalah pihak keluarga
korban yang membiayai. Bahwa pihak korban dan pihak Terdakwa

tidak ada perdamaian.

3. Nhoji Tuseno Bin (Alm) Ahmad Nasdi

a.

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan sepeda motor
yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi Andri Saputra menabrak
sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ahmad Nasdi yang
merupakan orang tua saksi pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat

kejadian tetapi saksi diberitahu oleh warga bahwa orang tua saksi yaitu
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korban mengalami kecelakaan, saksi kemudian langsung mendatangi
tempat kejadian dan saksi melihat korban orang tua saksi sudah
tergeletak dijalan pada saat itu korban terlihat sudah dalam keadaan
tidak sadar dan kemudian saksi memberitahu saksi Hellia ibu saksi
yang sedang berada di sekolah SDN 02 Tanjung raja setelah itu saksi
dan saksi Hellia pergi menuju Puskesmas Tanjung Raja sampai di sana
kondisi korban dalam keadaan tidak sadar. Bahwa semua biaya
pengobatan yang dikeluarkan untuk korban adalah pihak keluarga

korban yang membiayai.>®

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Dalam
Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu
Berdasarkan uraian kasus di atas, maka landasar hukum yang dipakai
olen hakim pengadilan Negeri Kotabumi dalam menyelesaikan perkara
tersebut sebagai berikut:
1. Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Dakwaan
Kesatu)

Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tersebut
berbunyi: “karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan
korban luka berat, sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)”.

2. Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Dakwaan

Kedua)

*8 1bid., 8-10
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Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tersebut
berbunyi: “karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan
orang lain meninggal dunia, sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000, (dua belas juta
rupiah)”.>®

Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor karena
kelalaian atau kurang hati-hati yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, terdakwa bermula
ketika terdakwa berjalan dari rumah menuju ke Srimenanti hendak
membeli alat motor sesampainya di Jalan Raya Desa Merambung Kec.
Tanjung Raja Kab. Lampung Utara kendaraan terdakwa yang kemudikan
beriringan dengan korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm) kemudian
terdakwa hendak mendahului korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm)
pada saat terdakwa sudah dekat dengan korban Ahmad Nasdi Bin
Dulmarin (alm. secara tiba-tiba korban berbelok kanan tanpa
menghidupkan lampu isyarat dan dikarenakan jarak sudah dekat pada
akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban Ahmad
Nasdi Bin Dulmarin (alm) kemudian korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin
(alm) terpental Kkira-kira 1 (satu) meter dari tempat terjadinya kecelakaan
kemudian korban Ahmad Nasdi Bin Dulmarin (alm) mengalami luka pada
kepala dan emngeluarkan darah dan kondisi jalan di TKP lurus, mendatar,
bebas pandangan dan cuaca cerah pada siang hari.®°

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

%9 A Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 148-149
€ Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu, 5-6
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa
adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan yang dilakukannya secara hukum Kkhususnya menurut
hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang
dapat menghapuskan pidananya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang
Terdakwa bernama Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan di
muka persidangan, diajukan ke pengadilan karena telah didakwa
melakukan tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah
membenarkan bahwa identitas tersebut adalah identitas Terdakwa
sendiri, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap
orang telah terpenuhi dan terbukti

. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal

dunia.

Bahwa apa yang diuraikan dalam unsur kedua ini pada dasarnya
bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah
bila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Bahwah kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan sepeda
motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang
dikendarai oleh korban Ahmad Nasdi.

Bahwa Terdakwa dan saksi Andri Saputra pada awalnya sedang

mengendarai sepeda motor akan, saat melintas di saat akan melintas
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ditempat kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi
Andri Saputra berjalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai
korban dimana posisi sepeda motor korban berada di depan sepeda
motor Terdakwa dan saksi Andri Saputra disebelah kiri jalan, secara
tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban berbelok ke kanan
sedangkan jarak antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama
korban sangat dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai korban
ditabrak oleh Terdakwa dari arah depan bagian sepeda motor yang
dikendarai korban.

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan
tinggi dan tidak menjaga jarak sehingga saat kendaraan sepeda motor
korban yang ada di depan kendaraan sepeda motor Terdakwa saat akan
berbelok Terdakwa sempat mengurangi kecepatan tetapi tabarakan tidak
dapat dihindari karena jarak yang begitu dekat dengan demikian menurut
Majelis Hakim, Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda
motor dan tidak memiliki surat izin mengendarai sepeda motor.

Bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan
kedua telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama
persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang

dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik
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sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus
dipertanggungjawabkan kepadanya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka
Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus
dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan

perbuatannya.®*

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Dalam Direktori Putusan

Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan

perundang-undangan lain bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas dengan korban meninggal dunia‘“

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

%1 Ibid., 17-19



63

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol BE-4762-SH
dikembalikan kepada Terdakwa.
b. 1 (satu) lembar STNK atas nama Hellia dan 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Revo No. Pol BE-8705-JS dikembalikan kepada saksi Hellia
Binti (alm) Samsudin.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).
Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 oleh
Hakim Tunggal Anak Pengadilan Negeri Kotabumi ARIA VERRONICA,
S.H., M.H, putusan mana pada hari itu juga diucapkan disidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh SUADI, S.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EVA MEILIA, S.H.,, M.H., Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, Penasehat Hukum

Terdakwa, Petugas Bapas Metro, Orang Tua Terdakwa serta Terdakwa.®?

82 |bid., 22-23
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DIREKTORI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR
1/PID.SUS/ANAK/2014/PN.KBU TENTANG KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Direktori Putusan
Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu
Tentang Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pidana denda pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian
atas pelanggaran yang dilakukan. Delik-delik yang terdapat dalam perkara
pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung
menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggaran lalu lintas.®® Pidana
denda termasuk ke dalam salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan
dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana

tunggal dalam Buku Il dan Buku 111 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-Undang ini menjadi dasar
pedoman dalam penindakan terhadap pelangaran lalu lintas. Ketentuan
mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas
telah diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ). Pelanggaran terhadap aturan tersebut diberikan

sanksi yang pada umumnya berupa pidana denda, besarnya pidana denda yang

83 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Dan Pemidanaan, 24

64
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telah diatur diharapkan mampu mencegah terjadinya pelangaran terhadap
Undang-Undang tersebut sehingga aturan yang dibuat telah dikatakan efektif
dalam penerapannya. Sanksi pidana denda itu sendiri bertujuan memberikan
penderitaan kepada pelanggaran supaya ia merasakan akibat perbuatannya,
selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana

juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus
menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Majelis hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menyelesaikan kasus
pidana dalam Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu tentang
kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur karena kelalaian,
menjadikan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sebagai dasar dalam memberi putusannya.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, Majelis hakim
pengadilan Negeri Kotabumi mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum
yang dikemukakan dalam putusan, hal tersebut meliputi hal-hal yang
memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa
adalah Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dan tidak ada perdamaian
antara pihak Terdakwa dan pihak korban. Sedangkan hal-hal yang
meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa
menyesal dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.

Dalam kecelakaan lalu lintas atau kealpaan atau culpa yang dalam

doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau
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onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam
unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat
dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak
di bawa umur karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia
telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan
suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Dari unsur-unsur tersebut keluarga terdakwa dan korban tidak ada
perdamaian, dan biaya pengobatan atau rumah sakit yang membayar pihak
korban. Maka hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang
disesuiankan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan
yang lain, hakim memutuskan atau menghukum terdakwa dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 60.000.000, (enam puluh juta
rupiah), dan membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Secara aturan putusan ini kurang tepat karena telah bertentangan
dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan maksimum
khusus hukum penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian
hukum. Menurut saya dalam kasus ini mamandangnya dari asas legalitas.

Hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas, yang dimaksud disini

8 putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu.
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adalah bahwa setiap orang dapat dipidana jika ada hukum yang mengatur
mengenai hal itu dan setiap aparat hukum melaksanakan hukum itu sesuai
dengan hukum yang sudah ada, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur, “tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam
perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Selain
itu dalam Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) mengatur
“peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang”.

Menurut pendapat para ahli mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu
lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.
Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga
kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat
seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.
Secera tekhnis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu keadian yang
disebabkan oleh banyak factor yang tidak sengaja terjadi. Dalam pengertian
secara sederhana, bahwa suatu bersamaan pada satu titik waktu tertentu
bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti
dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Asas maskimal spesial, dan asas minimal universal. Pengertian
maksimal special adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang
bersifat khusus (special) atas masing-masing ketentuan undang-undang yang
berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Pengertian minimal universal

adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum
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(universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya
masing-masing.> Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian
hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan
asas tersebut tentu akan mengikat para hakim pada batas maksimal dan batas
minimal penghukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana
kecelakaan lalu lintas.

Namun penerapan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan bagi
seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran
dan akibat perbuatan si pelaku. Tugas hakim bukan untuk menghukum,
melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya., yaitu: jika terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana
dengan sesuai berat ringan tindak pidanan yang dilakukannya.®

Dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; beyond reasonable
doubt, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya
terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah
adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim
menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati
nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu
memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Seorang hakim dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan

fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia sedang menentukan

8 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalah-annya),
(Bandung: Alumni, 2007), 63

% Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence):
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2009). 481
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takaran pidana, karena ukuran pidana akan menjadi tolok ukur rasa keadilan
bagi para pihak. Dalam menjatuhkan pidana selain berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk
menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati

nuraninya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Pengadilan
Negeri  kotabumi  Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu  Tentang
Kecelakaan Lalu Lintas

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun
hubungan sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah
hukum pidana Islam yang dalam tradisi fikih disebut dengan istilah jarimah
atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik
yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.
Salah satu prinsip dalam syariat Islam adalah seseorang tidak bertanggung
jawab, kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan
bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang
lain.e”

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan
memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan

keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan

57 Abd. Salam Arief, Figh Jinayah (Yogyakarta: Ideal, 1987), 45.
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semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.®

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Hakim di dalam memberikan putusan
yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan
permusyawarahan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai
nilai keadilan.

Dalam analisa hukum pidana islam mengenai Kecelakaan Lalu Lintas
atau kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22
tahun 2009, penulis bahwa sesuai dengan bab sebelumnya dalam hukum islam
ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja
(berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut
terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Jarimah yang ada

kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam hukum islam adalah

jarimah pembunuhan.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Hilal, 2010), 87.
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Seperti kasus yang sudah saya kaji yaitu mengenai Kecelakaan Lalu
Lintas atau  kelalaian  yang  terdapat dalam  perkara  No.
1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu. yang dalam kasus tersebut mengakibatkan
orang meninggal dunia, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 310
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ, penulis berpendapat bahwa
dalam hukum Islam ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana
pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan
perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Unsur
niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah
tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan adakalanya
berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan.

sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa Ayat 58 :

[

T Oy Judl, 148 of W7 (3 (28 1305 el () VT o335 OF 25525 allT &

!

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.®®

Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (jarimah) atau
tindak pidana, sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun karena

Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan ketentraman

% Departement Agama RI, Alquran dan terjemahannya..., 128.



72

serta kedamaian, maka pelaku jarimah akan dijatuhi hukuman. Hukuman
tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya
terkandung sifat pemberian pelajaran (takzir). Takzir secara etimologis berarti
menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis dapat didefiniskan

sebagai berikut :
AT g SRR 0l ¢ 535 ] ool il
Jvmbdd\
Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar
hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau Hakim.”®
Dalam takzir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah
Swt. dan Rasul-Nya, sehingga Hakim  diperkenankan  untuk
mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun
kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus
tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam
kehidupan manusia yang bermacam-macam berdasarkan metode-metode
yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat
ditunjukkan dalam Undang-Undang.
Bentuk hukuman takzir tidak ditentukan dalam hukum Islam agar

memungkinkan waliyyul amri atau Hakim memilih hukuman mana yang

sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim

0 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-

141.
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menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus
mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Jadi menurut hukum pidana Islam tentang kecelakaan lalu lintas
termasuk kategori jarimah takzir sanksi hukumannya ditentukan oleh ulil
amri untuk kemaslahatan umat. Karena dalam tindak pidana kecelakaan lalu
lintas perbuatan para terdakwa merugikan korban Ahmad Nasdi. Sanksi takzir
yang sesuai dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sanksi takzir
yang berupa hukuman penjara. Dalam jarimah takzir sanksi hukuman penjara
tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman. Mengenai batas maksimal
untuk hukuman penjara ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha.
Menurut Syafi’iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun pendapat
menurut Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau
enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah
menetapkan lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau
empat bulan, tergantung kasusnya. Dengan demikian, tidak ada batas
maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim
dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu,
dan situasi ketika jarimah itu terjadi.’* Karena tujuan jarimah takzir adalah
preventif (pencegahan), represif (membuat pelaku jera), kuratif (islah), dan
edukatif (pendidikan). Oleh karena itu, dengan adanya hukuman itu dapat
memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat mewujudkan

kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Pemberian hukuman bagi

L M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah... 153.
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kecelakaan lalu lintas. Apabila keadilaan bisa ditegakkan, maka secara tidak
langsung dapat mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan
jenis pelanggaran atau kejahatan yang sama.

Denda menurut hukum Islam adalah sejumlah harta yang dibebankan
kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (kelalaian menyebabkan
meninggal) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain
disebutkan bahwa diat adalah denda / suatu harta yang wajib di berikan pada
ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri
manusia. Dari definisi diatas jelaslah bahwa diat merupakan uqubah
maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau
kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada
pemerintahan.

Diat (denda) dibagi dua macam, denda berat dan denda ringan. Diat
ini pada dasarnya adalah bagian dari kisas dan diat adalah pilihan kedua yaitu
perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak
mendapatkan diat dalam arti sipelaku kejahatan berkewajiban membayar diat
kepada korban. Di dalam Hukum Pidana Islam, diat merupakan hukuman
pengganti (uqubahbadaliyah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman
asli (uqubah asliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.
Diat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat
dan denda ringan.

a. Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor

unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat
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masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda
berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan
semi sengaja.

b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor
unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk
tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta
betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi
pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jankga tiga tahun.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman kelalaian adalah diat.

Di dalam Hukum Pidana Islam, diat merupakan hukuman pengganti (uqubah

badaliyah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (uqubah

asliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Jika
diaplikasikan pada masa sekarang diat yang dibayarkan bukan dengan harga
unta lagi melainkan menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan

pendidikan bagi anak-anak korban.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Direktori putusan Pengadilan Negeri
Kotabumi  Nomor  1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu  terhadap denda
melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal
dunia yang dilakukan anak di bawah umur adalah hukuman yang
diberikan hakim kurang tepat, karna melebihi Undang-undang Lalu lintas
dan angkutan jalan, jika dilihat dengan ancaman hukuman yang ada dalam
Pasal 310 ayat 4 yaitu paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda
12.000.000 (dua belas juta rupiah). sedangkan dalam putusan tersebut
terdakwa di hukum 2 (dua) tahun penjara dan denda 60.000.000 (enam
puluh juta rupiah). Dalam hal ini hakim menjatuhkan denda melampaui
batas dalam Undang-undang.

2. Analisis hukum pidana Islam dalam Direktori putusan Pengadilan Negeri
Kotabumi  Nomor  1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu  terhadap denda
melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal
dunia yang dilakukan anak di bawah umur adalah termasuk dalam kategori
hukuman jarimah takzir karena tidak ada ketentuan dari nas yang

mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak
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pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga dalam menjatuhkan hukuman

diberikan sepenuhnya kepada Hakim atau dalam hal ini ulil amri.

B. Saran
Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam
bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut:

1. Untuk semua aparat penegak Hakum di Indonesia supaya memberikan
hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu
perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan seadil-adilnya.

2. Denda yang melampaui batas dalam tindak pidana kecelakaan Lulu lintas
memang perlu dipertimbangkan nilai maslahahnya oleh penegak hukum
demi terwujudnya prinsip dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia

yang adil.
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